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ORINEWS.id — Wacana mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah
(Pilkada) dari pemilihan 1langsung menjadi melalui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memicu polemik di masyarakat.

Argumen efisiensi anggaran sering menjadi alasan pendukung
usulan ini. Namun banyak pihak menilai gagasan ini berpotensi
menggerus hak fundamental rakyat.

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto
menegaskan bahwa alasan biaya tinggi Pilkada serentak tidak
seharusnya menjadi dasar perubahan mekanisme.

“Rakyat tidak pernah memprotes besarnya anggaran Pilkada
selama manfaat demokrasi dirasakan. Justru, yang membuat
rakyat marah adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang
merampas kekayaan negara,” kata Sugiyanto kepada redaksi,
Minggu 15 Desember 2024.

Pilkada serentak diperkirakan menelan biaya sekitar Rp30-35
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triliun. Angka ini dianggap kecil jika dibandingkan dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang
mencapai Rp3.621,3 triliun.

Dari total APBN tersebut, penerimaan pajak menyumbang
Rp2.490,9 triliun, PNBP sebesar Rp513,6 triliun, dan utang
negara Rp775,9 triliun.

Sugiyanto menyoroti bahwa bila kekayaan alam Indonesia
dikelola dengan baik, biaya Pilkada serentak tidak akan
menjadi beban besar.

“Memunculkan gagasan untuk mengubah mekanisme Pilkada menjadi
dipilih DPRD tidak hanya menggeser kedaulatan rakyat, tetapi
juga mungkin dapat dianggap sebagai bentuk “perang” para ketum
partai terhadap rakyat,” kata Sugiyanto.

Jika usulan ini disahkan hanya melalui revisi UU Pilkada tanpa
menyentuh UUD 1945, Sugiyanto menyebutnya sebagai
pengkhianatan terhadap prinsip dasar demokrasi.

“Apakah rakyat hanya akan pasrah menerima keputusan ini, atau
akan melawan demi mempertahankan kedaulatan mereka?” pungkas
Sugiyanto



